WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/416 /HK/2019
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT DALAM
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu adanya
Pendelegasian Wewenang Walikota dalam Evaluasi
Rancangan  Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota
kepada Camat dalam Evaluasi Rancangan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat Il Denpasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3465);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286),

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
‘ Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 ,
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik i

|
\

Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 1'
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahup 3
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 1

Indonesia Nomor 4826);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahqn
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5694);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan ‘
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita ‘
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); |

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006
tentang Pedoman Administrasi Desa;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pendampingan Desa,;

29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016

tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa
Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Mendelegasikan Kewenangan Walikota Kepada Camat
Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, dengan pedoman
pelaksanaan Evaluasi Anggaran Pedapatan dan Belanja
Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan
ini.

KEDUA : Kewenangan yang didelegasikan meliputi :

a. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;

b. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan; dan

c. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa  Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;

KETIGA . Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Denpasar.
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KEEMPAT

Keputusan ini mulaj berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 4 Februari 2019

WALIKOTA DENPASAR,

A

.
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Tembusan disampaikan Kepada :

Yth. 1.
2

N0 oA~ W

Ketua DPRD Kota Denpasar

. Inspektur Kota Denpasar

. Kepala Bappeda Kota Denpasar

. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Denpasar
. Camat Se-Kota Denpasar

. Arsip.
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 4 FEBRUARI 2019

NOMOR  : 188.45/ 416 / HK / 2019

TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN WALIKOTA
KEPADA  CAMAT DALAM  EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA

PANDUAN PELAKSANAAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. DASAR PEMIKIRAN

1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud
dari pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara
terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar - besarnya

kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan tiap tahun

dengan
Peraturan Desa.

. APB Desa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa yang

berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan
disiplin anggaran.

. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa harus dievaluasi oleh Walikota.

. Dalam melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang

APB Desa Walikota mendelegasikan kepada Camat.

. Berdasarkan ketentuan angka 4, Walikota mengeluarkan Panduan

Evaluasi APB Desa sebagai acuan Camat dalam melakukan evaluasi
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

dan Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu:
1. Maksud

2. Tujuan Umum

Panduan ini dimaksudkan untuk me
kepatuhan, keselarasan, keseimbangan
keuangan Desa dalam membiayai  Pemb
kewenangan Desa yang mengutamaka

n kepentingan umum dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

njamin tercapainya prinsip
dan kejelasan pengelolaan
angunan Desa berdasarkan

Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat
dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa,

C. SASARAN EVALUASI
Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:

1. Diperoleh data dan

informasi yang akan menjadi dasar dalam

n terhadap Desa yang berkaitan dengan
kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
APB Desa,

memberikan penilaia

|
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2'2‘3‘5}'&::;'qdata d'an. informasi yang akan menjadi dasar dalam
sub <an pemlalgn terhadap Desa yang berkaitan dengan
stansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

- RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan
informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa
tentang perubahan APB Desa;

2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang
melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;

3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan
materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan

4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

EVALUASI
1. Persiapan Evaluasi
a.Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan
persiapan evaluasi, yaitu:

1. Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa yang
ditetapkan dengan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa.

2. Susunan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana
dimaksud pada angka 1, terdiri dari:

a. Penanggung Jawab;

b. Ketua;
c. Sekretaris; dan
d. Anggota.

3. Penanggung jawab Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada
angka 2 huruf a dijabat secara Ex-officio oleh Camat. Sedangkan
Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Evaluasi sebagaimana
dimaksud pada angka 2 huruf b, huruf ¢, dan huruf d adalah
pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
dari unsur kecamatan untuk melakukan evaluasi Rancangan
peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan
Desa tentang Perubahan APBDesa.

4. Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam
melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kota melalui DPA Kecamatan.

b. Dokumen Evaluasi

1. Dokumen Utama

a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah
disepakati bersama BPD disertai rancangan peraturan kepala
Desa mengenai penjabaran APB Desa (yang disusun
berdasarkan sistem informasi yang dikelola oleh Kemendagri);
dan/atau
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b. R

ancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa

yang telah disepakati bersama BPD disertai rancangan
peraturan kepala Desa mengenai penjabaran perubahan APB
Desa (yang disusun berdasarkan sistem informasi yang
dikelola oleh Kemendagri).

2. Dokumen Penunjang (alat verifikasi)

a. Disampaikan oleh Desa

Keputusan Musyawarah BPD tentang Pembahasan dan
Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang APB Desa),
berita acara hasil musyawarah; atau

Keputusan Musyawarah BPD tentang Pembahasan dan
Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes
tentang Perubahan APB Desa);

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM
Desa)

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun
berkenaan;

Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan
dana cadangan, Perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil
analisa kelayakan penyertaan modal BUMDes, dll).

b. Disiapkan oleh Tim Evaluasi

Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Walikota tentang  Daftar Kewenangan
berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa;

Perdes tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJM Desa);

Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan
hak asal-usul dan lokal berskala desa,;

Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
Peraturan Walikota tentang Dana Desa;

Keputusan Walikota tentang Satuan Harga Kota yang
didalamnya mengatur Standar Harga di Desa;

Keputusan Walikota tentang Besaran Dana Desa

Keputusan Walikota tentang Besaran Alokasi Dana Desa
Keputusan Walikota tentang Besaran BHPD/BHRD
Keputusan Walikota tentang Besaran Bantuan Keuangan
(bila ada)

Keputusan lainnya tentang Besaran Bantuan Keuangan
lainnya (bila ada)

2. Pelaksanaan Evaluasi
Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan,

yaitu:

a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan
legalitas.

Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai

1.

berikut:

a. Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;

b. Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan
peraturan yang akan dievaluasi;

c. Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam
Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;

—ull
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d. Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi

dengan teknis penyusunan peraturan Desa;
2. Langkah-langkah evaluasi:

a. Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;

b. Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan
lampiran semua dokumen;

c. Langkah 3 : Penelitian dan penganalisian nomor, tanggal dan
kelengkapan lampiran semua dokumen;

d. Langkah 4 : Pembandingan tanggal penyampaian semua
dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas
waktu penyampaian dokumen;

e. Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1
s/d 4.

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen

tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi
meminta  kepada  Pemerintah Desa  untuk
melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung
kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.
b. Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/perubahan APB Desa.

Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam Lembar Evaluasi.

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan
APB Desa, Tim FEvaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang
dituangkan dalam Keputusan Walikota.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan
analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan
balik kepada pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau
persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa. Laporan Hasil
Evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi
mengenai:

a. evaluasi atas sistem APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan
b. evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa di

distribusikan kepada :

a. Inspektur Kota Denpasar;
b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
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4, Lembar Evaluasi APB Desa

Kota : Denpasar
Kecamatan = e e v
Desa e
a No Aspek/Komponen Periksa Kesesuaian Alat Verifikasi Keterangan
Ya Tidak
1 Aspek Administrasi dan Legalitas
1.1 Apakah semua dokumen evaluasi telah
diterima dari Desa secara lengkap
1.2 Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang Keputusan hasil Musyawarah BPD | Berdasarkan aturan, 3 hari setelah
APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Pembahasan dan Penyepakatan | disepakati bersama. Perdes tentang
Perubaham APB Desa dilakukan tepat waktu Perdes tentang APB Desa/Perubahan | APB Desa/Perdes tentang Perubahan
APB Desa (lihat tanggal keputusan) APB Desa harus diajukan kepada
Walikota
melalui camat untuk dievaluasi
1.3 Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Keputusan hasil Musyawarah BPD | Berdasarkan Peraturan Daerah/
Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes Pembahasan dan Penyepakatan | Peraturan Walikota mengenai BPD
tentang Perubahan APB Desa Perdes tentang
APB Desa/ Perubahan APB Desa

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas :

berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan
tahun berkenaan

2 Aspek Kebijakan dan  Struktur APB
Desa/Perubahan APB Desa

2,1 Umum

2.1.1 | Apakah Rancangan Perdes tentang RKP Desa atau RKP Perubahan tahun
APBDes/Perubahan  APB Desa disusun berkenaan

Apakah penempatan pos Pendapatan telah

sesuai dengan peraturan Perundang- undangan
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4. Lembar Evaluasi APB Desa

Kota : Denpasar
Kecamatan = .,
Desa e
No Aspek/Komponen Periksa Nammmcmpws Alat Verifikasi Keterangan
Ya Tidak
1 Aspek Administrasi dan Legalitas
1.1 Apakah semua dokumen evaluasi telah

diterima dari Desa secara lengkap

1.2 Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang
APB Desa atau Rancangan Perdes tentang
Perubaham APB Desa dilakukan tepat waktu

Keputusan hasil Musyawarah BPD
Pembahasan dan Penyepakatan
Perdes tentang APB Desa/Perubahan
APB Desa (lihat tanggal keputusan)

Berdasarkan aturan, 3 hari setelah
disepakati bersama. Perdes tentang
APB Desa/Perdes tentang Perubahan
APB Desa harus diajukan kepada
Walikota

melalui camat untuk dievaluasi

tentang Perubahan APB Desa

1.3 Apakah BPD telah menyepakati Rancangan
Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes

Keputusan hasil Musyawarah BPD
Pembahasan dan Penyepakatan
Perdes tentang

APB Desa/ Perubahan APB Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah/
Peraturan Walikota mengenai BPD

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas :

2 Aspek Kebijakan dan  Struktur APB
Desa/Perubahan APB Desa
g 21 Umum
_ 2.1.1 | Apakah Rancangan Perdes tentang RKP Desa atau RKP Perubahan tahun
, APBDes/Perubahan APB Desa disusun berkenaan

M berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan

tahun berkenaan
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Apakah penempatan pos Pendapatan telah
sesuai dengan peraturan Perundang- undangan




APB Desa paling banyak 30% dipergunakan

untuk:

1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala
Desa;

2. penghasilan  tetap dan
perangkat Desa;

3. pembayaran jaminan sosial bagi kepala
Desa dan perangkat Desa;

4. operasional Pemerintah Desa;,

5. tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;

6. operasional Badan Permusyawaratan
Desa

tunjangan

tentang
Keuangan Desa

Pengelolaan

| 2.2 q_ Pendapatan
M 2.2.1 i Apakah estimasi pendapatan rasional dan
", | realistis
m.m.i wvmrmr,c omamﬂmmm Wmdmmﬁmﬁmb Uowm yang Perdes terkait PADesa (misal
ersumber dari Pendapatan Asli Desa
rasional dan realistis, moﬁw didapatkan Perdes tentang Pungutan, dll
secara legal dan telah diatur dalam
Peraturan Desa
2.2.3 | Apakah estimasi pendapatan Desa yang Keputusan Walikota tentang
bersumber dari Dana Transfer rasional dan Besaran Dana Transfer
realistis
2.3 | Belanja
2.3.1 | Apakah penempatan pos Belanja telah Perwali  tentang Pengelolaan
sesuai dengan peraturan Perundang- Keuangan Desa
undangan
2.3.2 | Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai Perwali tentang Daftar
dengan Kewenangan Desa Kewenangan Desa
2.3.3 >.vmwmr ada  program/kegiatan  yang APB Desa merupakan dasar
dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun pengelolaan  keuangan  Desa
anggaran (multiyears) dalam masa 1 AWMQ: tahun
anggaran mulai tanggal 1 Januari
sampai dengan tanggal 31
Desember
2.3.4 | Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam Perwali
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2.3.5

Siltap, tunjangan dan operasional untuk
Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai
yang ditetapkan dalam peraturan Walikota.

Peraturan  Walikota  tentang
Pengelolaan  Keuangan  Desa
dan/atau Peraturan Walikota
tentang Pedoman Penyusunan
APBDesa
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2.3.6 | Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Peraturan Walikota tentang
Anggota BPD dianggarkan sesuai yang Pengelolaan  Keuangan Desa
ditetapkan dalam peraturan Walikota dan/atau Peraturan Walikota
tentang Pedoman Penyusunan
APBDesa _
2.3.7 | Alokasi belanja dengan output yang akan Standar Harga yang ditetapkan
dihasilkan logis karena telah Kota
memperhitungkan tingkat kemahalan dan
geografis (Standar Harga)
2.4 Pembiayaan
2.4.1 | Apakah penempatan pos Pembiayaan telah Perwali tentang Pengelolaan
sesuai dengan peraturan Perundang- Keuangan Desa
undangan
2.4.2 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan Dilakukan untuk  mendanai
untuk pembentukan Dana Cadangan kegiatan yang penyediaan
dananya tidak dapat sekaligus
dibebankan dalam 1 (satu) tahun
anggaran
2.4.3 | Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah Peraturan Desa tentang Dana
ditetapkan dengan Peraturan Desa Cadangan
2.4.4 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan Peraturan Desa tentang
untuk penyertaan modal pada BUMDes Pembentukan BUMDes
2.4.5 | Apakah penyertaan modal pada BUMDes, Peraturan Desa tentang

telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan ditetapkan melalui Peraturan
Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha

Pembentukan BUMDes dan hasil
analisa kelayakan usaha

Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah
SilPA tahun sebelumnya telah digunakan

seluruhnya.




Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas :

Evaluasi dilakukan tanggal :

............................................ Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi
Hasil Evaluasi {coret vang tidak sesuai) :

s Untuk disetujul Walikota Nama

¢ Untuk Diperbaiki Desa Jabatan

E— [LRlexllaytiad daRlt S T hntid e

WALIKOTA DENPASAR

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

1

Scanned by CamScanner




